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A. Dasar Hukum

< 5

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020
Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Penanganan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024

Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota;



7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota; :

9. Surat Edaran Bawaslu Rl Nomor 103 Tahun 2024 Tentang ldentifikasi Potensi
Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan
Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B.Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses

Pemilihan Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024. Sehubungan dengan hal

tersebut, Bawaslu Kota Cilegon menyampaikan Imbauan kepada KPU Kota Cilegon

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada :

1. Pasal 65 Poin (C) bahwa Kampanye dapat dilaksanakan melalui Debat publik/debat
terbuka antar pasangan Calon;

2. Pasal 68 Ayat:

(1) Debat publik/Debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota.

(2) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau
siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik;

(3) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan
profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak
memihak kepada salah satu calon.

(4) Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon
Wakil Walikota dalam rangka:

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
memajukan daerah;
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

menyelesaikan persoalan daerah;
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menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi
dengan nasional; dan
f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.



D. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 pada :

1

Pasal 19 ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi
penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf ¢ paling banyak 3 (tiga) kali;

Pasal 20 ayat (1) Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disiarkan secara langsung atau
siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik;

Pasal 21 ayat (1) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik,
dan tidak memihak kepada salah satu calon;

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan
Calon dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi, misi, dan program Pasangan Calon
yang dipandu oleh moderator. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan
disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga

Penyiaran Swasta.

E. Berdasarkan Point-Point diatas dengan ini Bawaslu Kota Cilegon menghimbau KPU Kota

Cilegon untuk :

7
2.

Melaksanakan Debat Publik/Debat Terbuka antar pasangan Calon;

Menetapkan Lokasi, waktu dan Jumlah Debat Sesuai dengan Peraturan dan
Perundang undangan yang berlaku;

Menentukan Moderator dari Kalangan Profesional dan Akademisi yang mempunyai
Integritas, Jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu calon;

Melakukan Koordinasi dengan lembaga penyiaran terkait penyiaran debat
Publik/Debat Terbuka;

Dalam Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka, agar tidak melakukan Tindakan

yang bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami

ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

ALAM ARCY ASH&RT,.S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip



